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LEMBARAN DAERAH
KOTA METRO

MNomaor: 18 Talnen 20400 Heri B Momor %

PERATURAN DAERAII KO'T'A METRO
NOMOR 16 TAHLN 2000

TENTANG
RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH
DENGAN RAIMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALTKOTA METRI(),

Menimhang ¢ a. bahwa denpan telah terbentukuva Kota Metra
sehagar Daerah Otonem, delam penyelensparaan
Otonomi Daeral, perlu mengatur Punsulen Dacrah
schagai sumber Pendapatan Asli Daersh yang
merupakan salah satw penunjang dalam
[Pembangunan Daecal:

h. hahea untuk menertibkan, upuya penataan wilayah
. ving sclaras dengan Hencana Umum Tala Buang
Rola (RUTRK), dalam pemanfaztan lalan sehingga

dapat menunjang pembanpgunan.

t. bahwa berdasarkan perimbaonpan schagaimana
dimaksud huruf & dan b serta sesuai dengan Pasal
82 wyat (2} Undang-undang Nomar 22 Tehon 1999
dipandang perlu membentuk Pernluran Daerab
tentang Retribusi Lzin Peruntubkan Penggunaan Tanah

{IFFT).



DA KOTA METRO

Mengingat

.,

- Undang-undang Momor ¥ Tahun 1981 tentang, Huku

Acara Pidana (Lemnbaran Mepam Tahum 1981 Nomor
76, Tambahan Lembaran Megara Nomor 32097;

. Undang-undang MNomor 23 Tahun (997 tentang

Pengelolann Lingkongan Hidup (Lembaran Megara
Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Momor 3669

. Undang-undang “omor 12 Tahun [999 ientang

Fembentukan Kabupaten Dati I Way Kanan,
Kabupaten Dab [ Lampung Timar dan Kotamadyva
Dati 11 Metro (Lembaran Megars Tahun 1999 Nomor
46, Tarnbuban Lem baran Megara Nomor 38250

. Undang-undeng Momor 22 Tahun 1999 tentaoge

Pemcrintahain Derah (Lembaran Negara Tahun 1999
Momor 60, Tembahan Lembaran Megara MNomor
38390

- Undang-undang MNowor 23 tenlung Perimbangan
Keuanpan sntara Pemerintah Posat Jan Doersh
(Lembaran Megara Tabun [992 Nomer 72, lombahen
Lermbaran Megara Momeor 38481;

. Persturan Pemerintsh Nomor 27 Talwn 1983 tentang

Pelaksanaan Undang-undung ™omor 8 Tahun 193]
lentanye Hukwum Acara Pidana {Lembarmn MNegam
lahun 1983 Momor 6, Tembehan Lembaran Negara
Momear 3258);
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7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomar 25

.

10,

1.

Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Propmsi schagai Daerah CHonom
{Lemburan Mepara Tahun 2000 Momaor 54, Tam bahan
Lembaran Megara Momeor 3952):

Keputusan Presiden Nomaor 53 Tahun 1387 lenlung
Eawasan Industri;

keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Tehunk Penyusunen Pematoran Perundanpan  dan
Dentuk  Rancangan Undang-undang. Rancangan
Feraturan  Pemerintah dan Rancanpan Kepumsan
Presiden Undangan (Lembaran Megara Tahun 1999
Momor 70

Peraturun Menteri Dalam Megeri Nomor 4 1ahun
1997 temtang Penyidik Pegawai Neperi Sipil di
lingkungan Pemerintah Duerah;

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor
M. PW.O07.03 Tahun 1984 (eolang Wewenang
Penvidik Pegawai Negeri Sipil;

Dengan persctujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAFRAH

KOTA METRO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG
RETRIBUSI [ZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN
TANAH
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BARE 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Persturan [acrah inivang dimaksud dengan -

a.

Nacrahadalal Daerah Eola Metro.

Pemerintall Daersh wdalah Kcpala Maerah Eota Metro beserta
Peranghkat Daceah CHonom vang lain sebapai Badan Ekselutif Daerah,

PR D adalah Dewan Perwakilun Rakvat [dacrah Kota Meiro,
Kepala Daerah edalah Waltkota Metro.

Swasta mdalah Hadan-hadan Uzaha Swasta vanp berbentuk Hadan
Hukum dan maupun Badan Usaha Perorangan,

Usahnaduluh semua kegiatan yang hersifat komersial,

Perorengun adalsh semua orang vang berdomisili di wilayah Kaota
hatro,

Retribusi Daeral adalah Punguien Dacrah schagai pembayvaran atas
Jasa alou pemberian izin tertenty yang khusus disediakan dan atau
diberikan ofeh Pemerintah Dwersh untuk kepentingan pribadi dan
Badan Hukum.

Lokasi sdalah sreal baik berupa tanah, daeatan mawpun permukaan air
dengan luas fertenty yasp diperuntukan bagi rencana pembangunun
proyek Pemerintah mawpun badan swasta/perorangan.
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1 lzin peruniuken Penggunaan Tanah adalali Rekomendasi VAILE
diberikan oleh Walikota Metro, sehubungan dengan persetujuan lokasi
untuk pembangunan baik cleh instansi Pemerintah manpun Badan

i Usaha/Perorangan.

k. Unit Fengelola adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daersh Kota
Peltris,

L. Lingkungan adalsh totangga terdekat yvang berdomisili disclitar ealon
lokasi areal yang akan dibangun,

th. Surst Ketetapan Retribusi Dacrah yang dapet dischur SERD adulah
Surat Keputusan yang menentukun besarya jumlah netribasi Vang
lerulange.

n.  Masa Retcibusi adalah swatu jangks wakmn terenly yang menpakan
hivtias waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfauatkan jass pelayiman
penyediaan tasilitas pasar,

0. Surat Setoran Reteibusi Dacrah selanjulnya dischin 5SRO sdalah serar
vang digunakan oleh wajib Retribosi untuk melakuken pembayarun
dlan penyctoran Retribusi yang ferutang ke Kas Daerali elau tempat
lain vang ditetapkan alch K epala Duerah.

p. ural Tagihan Retribusi Dacrah vang selanjutmya disebul STRII rdalah
surat wotuk melukukan tagihan Retribuszi dan atau sanksi administras)
beru pa g dun atan denda.

g q.  Wajib Hetribusi adalah orang pribadi atan badan FUME mMCnuEnl
Peramwran  Perundang-undangan Retribusi diwajibkan wniuk
melakukan pcmbayaran Retribusi.

r. Pemeriksaan adalah serangkaian kepiatan untuk mLencari,
mengiypulkan dan mengolah data dan atau keterangan Jalam rangka
pengawasan kepamban pemenuhan kewajiban Reeribusi berdaszarkan
Peraturan Perandang-undangan Retribusi Dagrals;
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s. Penyidikan lindak pidana dibidang Retribusi Daersh adalah

Serangkaian tindaban vang dilakukan aleh Penyidik Pegawai Neperi

Sipil yang selanjutmya disebut Penyvidik, untuk menceri scrta

mengum putkan bukle, ving dengan bukti itu membuat ecrang tindak

pidang di bidane Retribusi Daeraly vang terjadi serta menemukan
tersangha.

L. KasDacrah adalah Kas Daerah Kota Metea,

u, DBank sdalah Bank wvang ditunjule Pomerintah Daersh untuk tempat
pembavaran Retribusi.

HAE IO
NAMA, OBYEEK DAN SUUBYEEK BEETRIBUYI
Pasal 2

Phengan pama Retribusi fzin Peruntukan Penggunaan Taneh dipungut
Retribusi kepada orang yang mengajukan izia,

Pusal 3

Obyeh Retribusi adalah setiap pemberian izin peruntukan penggniman
tenah kepadaorang pribadi atau badan Hukum.

FPasal 4

Subyck Retribusi adalah orang pribadi atao badan hukum yaoe mempernich
izim peruntukum penggunaan tansh.

BAE INI
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Izin Peruntukan penggunaan tanah digolongkan sebagai Retribusi
perizinan tertent,



jdih.metrokota.go.id
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

e
BAB IV
KETENTUAN PERIZINAN

Dagian Pertama
Pemaohon

Pusal &

(1} Setiap orang, badan hukum dan atau instasi Pemerinmh yang akan
memanfaatican lokasi dengan luas tertentu untuk kepiatan
pembangunan harus memperoleh iz terdchib dabuly dari Fcpala
Mraeral.

{2} Untuk memperoich 1zin Peruntukan Tansh yang dimaksud ayat (1)
harus ienywmpaikan permohonan kepada Kepala Daerah melai Unit
Pengelola

(3) Dikecualikan khususnys pemanfaatan perentuksn pengeunasn
tanahnya untuk DBudidaya Sarang Walet, vang lukasinya
berada/hersinggungan  langsnag dengan jalan protokol dan jAian
alternatif lainnya tidak diberikan izin.

Bupian Kedun
Fersyaratan

Pasal 7

Bermolieian sehagaimana dimaksud pasal & ayul {2} Peraturan Draersh ini
diajukan
(1} Untuk kepentingan bangunan rumah terpat lmgrpal -

a, Mo copy hak atas oo,

h. Ploie copy PBR Tahuo terakhir

¢, Phowrcopy KTR
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(2]

{3

(1]

{2}

{3}

S

d. Gambuar rencana bangunan

&. Suiat Pemyataan Persefujuan Lingkungan denpan
Hadius 50 M dari Iokasi Bangunan

[ Gambar situasi lokasi bangunan

8. Rekomendasi Camal seternpat.

Lintuk kepentingan banguonan yang sifatnva komersial, industri dun
Budidaya Sarang Rurung Walet, apabila Julam  pelaksanaan
kegiatannya menimbulkan dampak lingkangan dan keschacan
disarnping harus memenuhi persyaratan sebugnimana dimaksud ayat
(1) harus relampirdcan :

a. Laporan Penyajian Informasi Lingkungan {PIL}

b. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan { AMDAL)

¢. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan,

Bagi Pihak swasta yang berbadan hukom harus melampirkan akte
pendiriun Ferusahaan, dan proposal reivcana kerja Perusahaan.

Bagian Ketiga
Pemberian Lein

IPasal 8

Sebelum Kepala Dagroh atau Pojabat yang ditunjuk menechitkan 1zin
Peruntukan Penggunaan Tanah, terlebih dahuly memeriksas
mengadakan  penelitian berkns  permohonan  dan meagadakan

poninjauan Japangan,

kepala Daceah atow pejabat vang ditunjuk dapal memcrintahkan
kepada unit pengelola dengan instansi teckait uatik mengadakan
peninjavan lapungan dalam rangka peneliian dan pemeriksgan
dilapanizan.

Hasil penclitian dan pemcriksaan dilapangan dituamkan dalam berita
acara pemeriksaan.,



jdih.metrokota.go.id
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

A
TPuxal O

Berdazarkan hasil penelitian berkias permohonan dimaksud Pasal § avar(1)
din berita acara pemeriksaan dimaksud Pasal Bayat(3) Kepala Dherah aluu
Pejabat yung ditunjuk dapal memberikan jzin dun atan menolak
permahonan izin peruntukan Pengauingan Tunah.

Fazal T4

{1} Kepala [dacrah atau pejabat yang ditunjuk mencrbitkan dan
memberikan win peruntukan penggunaam tanah terhadap ;

u. Permohonan berita Jampiran persyaratas dinvatakan telab eukup
dan henar,

b Kesimpulan pada berila scara pemeriksaan lupangan  dapat
diberikan izin, artioys bahwa lokasi yung dimohonkan sesuai
dengan keadsan dilapangan, dan tidak ada masalah, sejolak
muasyarakat dikeniudiun bar

{2} Derdusarkan ketenfuin sebapaimana dimaksud ayur (1 phuraf a dan b,
maka Kepala Dacrah atan pejabat yung ditunjuk menetapkan besarmya
Retribusi vang harus dibuyar oleh wajib Retribusi.

(3} Setclah ditetapkan besarmya Reteibusi dan dibavar secars luss olch
wiib Retribusi, maka izin diterhitkan dane diberikan olch Kepala
Daerah atan pejabul yang ditunjuk.

{4} jangka wakm peperbitan izin 7 (mjuh) huri kerja scjak diterimanya
tanda linas pembavaran Retribusi,

(51 Bentuk.isidan macam iin ditctapkan oleh Kepala Dacrah,
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Pazal 11

Kepala Daerah atan Pejabat vang ditunjuk dapat menolakiridal

memberikan Lein Perontukan Penegunaan Tanah terhadap :

#.  Permohonan tidak memennlii pecsvaratan,

B, Keadaan situasi lapangan tidak sama dengan apa vang ada di Jukas
v dimohan,

€. Lokasi vang dilnohookan |zin, adalab lukasifdaerah Jarangan.

BAR V
CARA MENGUKL'R TINGEAT PENGGUNAAN JARA
Pasal 12
Tunghal penggunaan jusa Rerribusi perizinan terenlu, sclagaimang
dinaksud Pasal 6 ayat {1 ) diatur dengan berdasarkan lokasi, luas tanah YAl
diranfaatkan, jenis/klasifikusi usaha,
BAE V1

FRINSIF PENETAPAN DAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIDUSI

Fasal 13
Prinzip penetapan tarip Retribusi peruniukan penggunaan ianeh didasarkan
untuk menuiupi biays penyelenggaraan Lein vang terdiri dari biaya
administrasi, pelavanan, pengawasan. pengendalian pencgakan hiukum dan
biaya pettibinuan.

Paszl 14

(13 Sctiap orang atau Badan Hukum vage mendapatkan izin perentkan
pengeunaan twih wujib membayer Retribusi
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(2} Besarnva tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut -
a. Unmk kepentingan Pemerintah dikenakan :

- 200M2  sfd IMWM2  Dikenakan bizya  Rp, 15.000 -
I0OLMZ mid MOM2  Dikenakanbiaya  Rp. 25.000-
atl M2 =id S00MZ  Dikenakan biaya Rp. 35.000-
A0IM2 =M 6 M2 Dikenakanbiayva Rp. 435,004 -
GOF BIE  sid TIOM2  Dhkenakanbiaya Rp. 35.000.-
FLUIR." SOOM2E  Dikenukanbiaya  Rp. 65.0400,-
BO1 M2 = VM2 Dikenakanbisya  Rp, 75000 -
MIMI sid [O0OM2  Dikenakanbiaya Rp. 25,0, -

[OWM M2 s'd  1.200M2  Dikenakan biaya  Rp. 95.000,-
LI0IM2 sd  1.500M2  Dikenskan biava Ry [25.000,-
LOIM2 sid  2000M2  [ikenakan biava  Hp. 75000 -
20N M2 sd 5.000M2 Dikenakanbiuya  Rp. 225,000, -
AD0IM2Z sd 10000M2  Dikenakan bigva  Rp, 275.000.-
Dhiatas 10.000 k2 Dikenakan bigva  Rp, 300000,

Ditambah Rp, 250.000,- untuk setiap 1 (satu) Ha berikot
pem bulatan ke atas,
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b. Untuk kepenlingan Swasta yang hersifat komersial d jkenakan -

S0M2 =M 2002
20l M2 sMd 10 M2
QLM s 400 M2
401 M2 s5d SO0 M2
M2 s'd a0 M2
Ml M2 wd 002
MMz sd AW B2
B0l M2 s B0 M2
201M2 =d  1.000MZ

LHImM2 sfd  1.500M2
[30TMZ ofd  2.000M2
1L20IM2 =d  3.000M32
FOO0IM2Z sid 4000 M2
4000 M2 s SN0 M2
ADOIM2 wd 10000 M2
Driatas 10.000 M2

Dikenakan binya
Dikenakan hizava
Dikenakan higva
Dikenakan hizva
Dikenakan hiaya
Dikenakan biaya
Dikenakan biaya
[rikenakoan biaya
Dikenakan higva
Likenakan bigya
Dyikcnakcan biaya
Dikenakan biaya
Drikenakan higyva
[ikenakan biaya
Dikenakan biayu
Dikenakan biaya

Rp. 35.040.-
Kp. 45.000,-
Bp. 55.000,-
Bp. 65000,
Rp. 75.000.-
Rp. R5.000,.-
Rp. 95.0010,-
Rp. [ 25.00H).-
Bp. 150,000, -
Rp. 1 75.000.-
Rp. 200000, -
Rp. 2500000 -
B 300.000, -
Lp 350,004 -
R, 00k -
Rp, 450040, -

Dritambab Ry 40065, 000.- untuk setiap | {satu) Ha berikutnya dengan
peinbulatan ke alas.
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¢. Untuk kepentingan Rumah Tempat Tinggal dikenakan -

200M2  =d M M2
IM2 =Md 4N M2
401 M2 sid 5002
SOTMZ s G0 M2
Al M2 s O N2
M2 =d S00 M2
BOT M2 a4 Q00 M2
M MZ sd M2
101 M2 & L300 M2
LA01 M2 sid 2000 M2
120062 sfd 3.000M2
J00IM2 sfd 4.000M2
4000 M2 2 S000M2
S5001M2 sid 10000 M2
Dintas | 0000 k2

Dikenakan biaya
Dikenakan biava
Dikenakan biaya
Dikenakan hiaya
Dikenakan biaya
Dikenakan biuye
Dikenakon biaya
Dikenakan hiava
Dikenakan hiava
Drikenakan hiava
[vikenakzn biaya
ikenakan biaya
Dikgnukan hiaya
Dikenakan hiaya
Dibenakan biaya

Ep. 10.004] -
Rp, 15.000-
Rp. 20000 -
Rp. 25.000,-
Rp. 30,000,
Rp, 35.0dQ0 -
Ep. 40.000,-
Rp. s0.000,.-
Bp. 75.000,-
K. 100,000,
R 125000,
Rp. L50.000.-
Rp. | 7500000 -
Rp. 200.000,-
Ep. 250.000,-

Ditambah Bp. 150,000, - untuk sctiap 1 (san) Ha berikuya dengan

pembiylalan ke atas.

d. Lintuk Rumeh Tempat Tinggal dengan areal lebih kecil dari 200 M2
dikenakan biaya Administrasi Bp. 7.500,

¢. Untuk Kepentingan bodidaya Sarang Burung Walet dikenakan
biaya Relribusi Bp, 5.000,-M2 berdaserkan hias tumah lokasi,
sesiki dengan tanda bukti kepemilikan wnah.
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(1)

{2}

(1)

(2)

i

Pasal 15

lerhadap Pembungunan untuk kepentingan yang bersifat sosiul atan

non komersial apahila Juas areal diatas 200 M2 dikenakan bisya
wdmimistrasi schesar Bp. 25.000, -

Terhadap Pembangunan untuk kepentingan yang bersifal komersial
dan budidava burong Walet dikenakan biaya peninjauun/pemnecriksaan
lokasi sebesar Rp, 1500000,

Pasal 16

Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Fanah dimaksed pada pasaf 4
dan biaya Adwinisirasi pasal 1 5 ayat (1 )adalah meropakan Pendapatan
Dracrals yaoge harus disctor ke Kas Daerah melalui Bank vang ditunjuk
aleh Pemenntah [Dacral,

lerhadap biaya peninjauan'pemeriksaan lokasi dimakeud pasal 15 ayat

(23 disetor melalui Bendaharawan Khusus Penerima vang Iangsm]g
dignnakan uniuk hiaya operasional.

Pasal 17

Selain hiaya retribusi dan administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal
. 11 dan pasal 15 diatas tidak dipungut biaya lainnya,

BAB VI

WILAYAH 'EMUNGUTAN RETRIBLISI

Pazal 1§

Retnbusi terutang dipungut di wilavah Dacrah tempat pelayanan Iein
diberikam.
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BAE ¥IO

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN
PENETAPAN RETRIBUSI

Pagal 19

Pemungutan Retribusi tidak dapat dialibkan kepada pihak
ketiga'd iborongkan.

Pasal 20

1) Retribusi dipunyeut dengan mengeunakan SKRID,

(2) Dalam hal wajib Retribusi tertentu tidak dapat mem havar lepat pada
wakminyva alau kurang hayar, dikenakan sanksi sdministragi berupa
bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari administrsi berupa
bunga yang tidak atay kumnge dibayarkan dun ditagih  dengan
menprunakan STRD.

Pasal 21
(1} Penelapan Remribusi berdasarkan SPTRD dengan meuerbitkan SKRD.

(2} Malam hal SPTRD tdak dipenuhi oleh wajib Refribusi schagalinana
inestimya, maka diterhitican SKRD secard jabatan.

(3) Bentuk dan isi SKRD schagaimana dimaksud avat {2) ditelaplan olely
Kcpala Daerah.
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Pasal 22

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemtukan data baru Jdan atau data
yang semula belum terungkap vange menvebablkan penambalbian jumlsh
Reteibusi vang lerutung, maka dikenarkan SERD tamhahan.

{1

BAD IX
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 23
Fembayaran Retribust Daerah dilakukan di Kas Daerah melalui Bank

yimg ditunjuk sesuai waktu vane ditentukan dengan mengpumakan
SERDY SKRID secara Jubatan dan S K B Tambabizas,

(2) Dalan hal pembayaran dilakukan di Dank yeng ditunjuk, maks hasil

{3}

(1}

(2)

penerimaal Retobusi Dacrah harus disetor ke Kas Dacrah selanibal-
lambatrya T x 24 jam atau dalam waktu yang ditetaphan oleh Kepals
Daerab,

Apabile pembayaran Reteibusi dilukukan sctefah lewat waktu yang
dmentukan sebaguimana dimaksud aval (1), maka dikenakan sanksi
administrasi berupa Bunga sebesar 2% {dua persen) per bulan, dengan
mencrhithean 5 TR

Pasgal 24
Pembavaran Retribusi hars dilakukan secara tunaiflunas,
Tatacara pembayaran, penyetoran dan tempat pemibayaran retribnsi

sebupaimans dimaksud pasal 23 ditetapkon dengan Kepumsan Kepala
Daerah,
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(3)

(L)

(2]

(3

: (1)

{2)

R o i

Reputusan sehagaimana dimuksud ayat (2) sebelum ditetapkan oleh
Kepala Dacrah teclebih dahulu dimusyovarnahken dan disetujui oleh
PRI,

Pasml 25

Rancengan Keputusan Kepela Dacral sebagaimuna dimaksid Pasal 24
wval (3 )disampaikan kepada PR selambat-lambativa 1 (satw) bulan
setelah Peraturan Diaecah ini divnd aphun.

Baras wakiu pembahasan sampai dengan persetujusn DPRID adalab 2
{duin} bulen sejak Rncangan Keputusan Kepala Daerah ditcrima.

Apabila sampai pada hates wakm schagaimana dimaksud weal {2)

belum ada keputvsan duri DPRD maka Rancangan Keputwsan
dimuksud dianggap disetujui olch DPRD.

BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 26
Seliap orang, baden usaha dan instanst Pemcrintah yang meclanggar
ketentuan pasal 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama &
{enam} bulan atau denda paling banyvak Rp. 3.000.000.00 (lima Jula

mipiah).

Tindak pidana sebapgaimana dimaksud dajam avat (1) adalah
pelanggaran.
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Pazal 27

Petugas Pelaksans yang dengan senpajn melakukan tindakan yang nyata-
myiata merugikan Pemerintah Daerah dan atan masvaraket, akan diambil
tindakin sesuai peraturan Perundang-undangan vang berlaku.

BAB XI
PENYIDKAN
I'asal 28

(1) Pepabul Pegawai Megeri Sipil tertentn di lingkongan Pemerintal
Daearh dibert wewenang klwsus sehagsi penyidik untuk melakukan
Pesyuliken tindak pidana dimaksud dalam vndang-undang Nomor &
Tabun [281 tentang Hukum Acaras Pidana,

(2} Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah -
a. Mencrima, mencari. mengumpalkan dan meneliti keterangan stau
laporan berkenuun dengan Tindak Fidane dibidang Retribusi
* Drcrah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lenghap dan
Jelas.,

b. Meneliti, mencari dan mengumputkan keterangan mengenai arang
pribadi atau badan tenlang kebenaran perbuatan vang dilakukan
sehubungun dengan tindak pidanadi bidang Retribusi agrah,

. Mominta keterangan dan bahan buke dari aeang pribadi atau buden
sehubungan denzan tindak pidana dibidang Retribusi Dacrah,
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Memeriksa buku-buky, cotatan<atatan dan dokumen-dokumen
lain berkenaan denpan Tindak Pidana dibidane Rewibusi [acrah,

Melakukan pengpeledshan untuk menepatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan, den dokumen-dokumen lsin serta
melakukan pesyitaun terhudap bahan bukti tersebut.

Meminla bantuan tcnaga ahli dalam rangke melakzanakan wgas
penvidikan indak pidana dibidang Eetribusi Cacrah.

. Menyuruh berhenti dan utaw melarang seseorane meninggalkan

Tuangan atau fempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung
scrta memenbsy identitas scscorang dan ateu dokumen vang
dilvawia sebaguimana dimakswd pada hurul .

Memuolret sesearang yang berkaitan dengen tindak pidana dibidang
Eetnbusi Dacrah,

Memanggil orang untuk didengar keteranpannya dan diperiksu
schagaitersangka utau saksi

Menghentikan Penyidikan.

- Melakukan tindakan Lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan

tindak pidana di bidang Retribusi Daeruh menurut hukum yang
dapat dipertangrunsjawahian,
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(3) Penvidik sehagaimana dimaksud pada wvat (1) memberitahokan
dimulainya Penyidikan dan menvampaikan hasil penyidikennya
) kepada Penuntut Limum scsuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undung-undang Nomor 8 Tabuo 1981 lentang Hukum Acans Pidana.
BAD XTI
KEETENTUAN PERALIHAN
Pasal 29
Dengan herlakunya Peruturan Dacrah ini, maka setiap orang atau badan
hukum yang telah menpelola dan mengusabakun budidays sarnge burung
walet diwajibkan menyesuaikan perizinanmva dengan ketentuan yang
diatur dalam Peraturan Duerah ini.
BAB XTI
KETENTLAN PENUTUP
Pasal 30
Dengan berlakunya Peraturan Duerah ini, maka peraturan vang mengalor
1 materl vang sama atan berlentangan dengan Peruturan Daerall in
dimyvatakien tidak berlako lagi.

Paazl 31

Pelakzanaan Peruturan daerah ini akan distur dengan Keputusan Kepulu
Duwerah.
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Pasal 32

Forataran Pelaksanaan Teraluran Daerah ini molai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Apar supaya setiap orang dapat mengelahuings, memerintahloan
Pengundangsn  peraturan  [dacrah ini denpan penempotimmva dalam
Lembaran Daermb Kota Mo

Dirtetapban i Metro
Puda tangeal 24 Agusius 2000

WALIKOTA METRO,
Cap/dic
MUO¥AES HERMAN

Diundanghan di Metro
Pada tangeal 7 September 2004

SEKHETARIS DAERAH KOTA METRO,

Felaksann Tugas,
#*
o -
* MUHAMMAD CHANAFIL, SH

PEMATA TK. I NIP 4600128357
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